
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan
pembubaran partai politik di Indonesia pada masa sebelum dan setelah Reformasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan
perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berhubungan dengan
permasalahan dalam skripsi ini. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan
bahwa pengaturan tentang syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik
di Indonesia pada masa sebelum dan setelah Reformasi memiliki pengaturan yang
berbeda. Pada masa sebelum Reformasi pengaturan mengenai syarat-syarat
pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden
Nomor 7 Tahun 1959. Mekanisme pembubarannya diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal
8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Sedangkan pada masa setelah
Reformasi pengaturan syarat-syarat pembubaran partai politik diatur dalam Pasal
40 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Mekanisme
pembubarannya diatur dalam Pasal 68 s.d Pasal 73 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Pada masa sebelum Reformasi
lembaga yang berwenang membubarkan partai politik adalah pemerintah pusat.
Sedangkan pada masa setelah Reformasi lembaga yang berwenang membubarkan
partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Pemerintah hanya berperan sebagai
Pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik.
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